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“Let a thousand flowers blooms (why only a thousgnde can do more)”
(Robert Chambers)

Yang saya fahami dari apa yang disampaikan oleh S@ksmono, ialah pertama,
Community Settlement Plan (CSP) merupakan wahasalsbagi komunitas untuk
mencerna kondisi lingkungannya. Ada banyak hal, yaegkut banyak aspek,
memerlukan pemahaman yang utuh, membutuhkan bakgikn dan menuntut

kelapangan waktu untuk membangunnya saat berlimatang CSP.

Kedua, perihal intervensi ilmu pengetahuan, dalamirh perihal kompetensi akademis
dalam proses pendampingan CSP bagi masyarakat. Se@ksmono setidaknya
menegaskan pentingnya intervensi pengetahuan mméwgamin pemahaman yang utuh

bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi-afeti@SP bagi masyarakat.

Ketiga, kemampuan CSP untuk mewakili perencanaambaegunan dari suatu
komunitas yang benar-benar bersumber dari kebututmasyarakat, apapun itu
kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan pembangunan ktmsumemang multi aspek,
tidak saja berhubungan dengan peningkatan akdéasibnasyarakat terhadap simpul-
simpul aktifitas kehidupan seperti ekonomi, kesamalan pendidikan. Aspek lainnya,
perihal peningkatan mutu pelayanan pranata soaralogtimalisasi peran kearifan lokal

untuk meningkatkan keberdayaan masyarakatnya.

Keempat, mempertimbangkan ketiga hal di atas, lelihjut Pak Soeksmono
membutuhkan ketegasan orientasi CSP yang tidakfdtepmraktis saja, namun juga

bersifat strategis. Artinya, ketegasan orientasP @8rlu juga didukung oleh ketegasan



para pihak pengambil kebijakan program, diharagdedepannya CSP akan benar-benar

menjadi model perencanaan konferhensif bagi pemiyeargsuatu komunitas

Saya mengira CSP memang telah menjadi masalahipsddt fasilitator melakukan
pendampingan perencanan pembangunan komunitas.ddego pendampingan CSP
seperti trans sectoral, focus group discussion, amaara, angket dan serangkaian
refleksi kondisi bersifat kolektif oleh komunitagatanya memang hal yang sangat
praktis. Dengan varian metodologi, keterlibataneasgfektif, psikomotorik, dan kognitif
untuk mencerna dengan baik realitas lingkungankgmunitas masyarakat di stimulus
untuk membangun perencanaan pembangunan lingkuyegarampai disini CSP
membuktikan dirinya sebagai metodologi, praktisfisdhs, wahana sosial yang mewakili
tingkat kebutuhan pembangunan masyarakat yang weldnjutnya menjadi produk

sosial berupa dokumen perencanaan pembangunan.

Pertanyaan kritisnya, apakah perkara pembangunayahanelulu terkait dengan
membangun dan mengembangkan prasarana dasar dqmagarana umum infrastruktur

masyarakat dengan tidak mengindahkan ranah laippaees pembangunan komunitas?

* k% %

Pembangunan, Kesadaran Freire dan kritik Chambers

Pembangunan masyarakat seutuhnya merupakan ingrrarasnegara berkembang, tidak
terkecuali Indonesia. Pembangunan mewakili prosesayar negara untuk

mensejahterakan masyarakatnya agar berkemampuanngketkan kesejahteraan
hidupnya. Pembangunan menurut literatur-literatkonemi seringkali didefinisikan

sebagai suatu proses yang berkesinambungan damgkatan pendapatan riil perkapita
melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumbaya. Dari pandangan itu lahir
konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pehltamlekonomi.Teori mengenai
pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-tigaksejak abad ke-18. Menurut Adam

Smith (1776) proses pertumbuhan dimulai apabileey@romian mampu melakukan



pembagian kerja (division of labor). Pembagian &erkan meningkatkan produktivitas
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapat&dam Smith juga
menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi. Dengaluasieya pasar, akan terbuka
inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan remug perluasan pembagian kerja
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah AdamthSmiuncul pemikiran-
pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pbutoam (limits to growth) antara lain
Malthus (1798) dan Ricardo (1917). Banyak lagi peran-pemikiran ekonomi lainnya
terkait dengan tujuan akhir yang hendak dicapaigianbangunan.

Yang menarik adalah munculnya pemikiran-pemikiraarub perihal pembangunan,
seperti Pandangan bahwa pembangunan tidak seyagyamya memperhatikan tujuan-
tujuan sosial ekonomi, berkembang luas. Masalalal@siemokrasi dan hak-hak asasi
manusia menjadi pembicaraan pula dalam kajiantkgEmbangunan (antara lain lihat
Bauzon, 1992). Goulet, (1977) yang mengkaji falsafan etika pembangunan, misalnya,
mengetengahkan bahwa proses pembangunan harus asigkeyih pertama, terciptanya
"solidaritas baru" yang mendorong pembangunan Ymergkar dari bawah (grassroots
oriented). Kedua, memelihara keberagaman budaya lofykungan, dan Kketiga,

menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagusiaian masyarakat.

Pendekatan yang terakhir inilah yang membidanrigiai paradigma baru pembangunan
Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembaaguadalah menciptakan suatu
lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untulnikneti kehidupan yang

kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sadearhtujuan ini sering terlupakan
oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi bardag modal. Banyak pengalaman
pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pewutuanb ekonomi dan

pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sagdiriPengalaman- pengalaman
tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan produksi p@gmdapatan (wealth) hanya
merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir pembangharus manusianya sendiri.
Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunanabdademperluas pilihan-pilihan

manusia (Ul Haqg, 1985). Pengertian ini mempunya disi. Pertama, pembentukan

kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesel@#agetahuan dan keahlian yang



meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang tgbaimyci untuk bekerja, untuk
menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegidtebudayaan, sosial, dan politik.
Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebalgaah konsep yang holistik
mempunyai 4 unsur penting, yakni: (1) peningkataodpktivitas; (2) pemerataan

kesempatan; (3) kesinambungan pembangunan; s¢par@erdayaan manusia.

Lahirlah sudah gagasan baru, paradigma pembangyaag berakar pada konseps
demokrasi dan partisipasi seluruh pelaku pembamgupamberdayaan masyarakat.
Paradigma pembangunan ini meyakini bahwa permamalpkmbangunan merupakan
permasalahan keterbatasan masyarakat negara terlasdat dan akses apapun itu

bentuknya dari negara untuk melakukan pembangunan.

Gagasan inilah yang meluruhkan bias-bias pembangwsag selama ini terjadi dalam
proses pembangunamias pertama adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa
dimensi rasional dari pembangunan lebih penting damensi moralnya, dimensi
material lebih penting daripada dimensi kelembaggandan dimensi ekonomi lebih
penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggajta ialah alokasi sumber daya
pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikirangydemikian.Bias kedua adalah

anggapan bahwa

. Bias ketiga adalah
bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingkat tbd@mah memerlukan bantuan
material daripada keterampilan teknis dan manajeridnggapan ini sering
mengakibatkan pemborosan sumber daya dan danapakd&@ang mempersiapkan
keterampilan teknis dan manajerial dalam pengendrarsymber daya manusia, dan

mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat dstapbawah.

Bias keempat adalah anggapan bahwa teknologi yang diperkena&eratas selalu jauh
lebih ampuh daripada teknologi yang berasal darsyenakat itu sendiri. Anggapan

demikian dapat menyebabkan pendekatan pembanguaram ¢i satu pihak, terlalu



memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu wsglukuh kawasan pembangunan
di tanah air yang sangat luas dan beragam tahdembangannya ini. Di lain pihak,
pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan paekmsilogi tradisional yang dengan
sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin kfisten dan lebih efektif untuk
dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi im@ias kelima adalah anggapan
bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dndatarakyat cenderung tidak
efisien dan kurang efektif bahkan menghambat prgseabangunan. Anggapan ini
membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawdturang dimanfaatkan dan
kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, mempergedat memberdayakannya. Bahkan
justru terdapat kecenderungan untuk memperkend¢kabaga-lembaga baru yang asing

dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan normganakat.

Bias keenam adalah

Jilni tercermin pada reaksi pertama terhadap progra
Inpres Desa Tertingal (IDT) yang meragukan apakepatt masyarakat miskin
dipersilahkan memilih sendiri bagaimana memanfamatkdana bantuan yang
diperolehnya. Akibat dari anggapan ini banyak pkegeoyek pembangunan yang
ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidakmecahkan masalah, dan bahkan
merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sabagpjek dan bukan subjek
pembangunan. Bias ketujuh berkaitan dengan di atkdah bahwa orang miskin adalah
miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikia@a, weenanganinya haruslah bersifat
paternalistik seperti memperlakukan orang bodohrdalas, dan bukan dengan memberi
kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah Kieamsdipandang lebih sebagai

usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguataroek.

Jelaslah sudah, berdasarkan paradigma baru inbageguanan ternyata tidak menunjuk
pada usaha memenuhi kebutuhan prasarana dasaraganama umum infrastruktur saja.
Pembangunan sejatinya menuju pada peningkatan dal@amn masyarakat atau

komunitas untuk meluaskan akses dan meningkatkaet a®sial guna melakukan



perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangmgkangannya. Keberdayaan
masyarakat atau komunitas menjadi kata kunci dplases pembangunan. Keberdayaan
meniscayakan pentingnya pembangunan potensi m&syatan lingkungannya. Sampai
pada titik ini, membangun potensi masyarakat memgadhal yang tidak mudah untuk
diwujudkan, banyak variabel terkait dengan usat@rasmembangun keberdayaan

masyarakat.

Paoulo Freire (1970) melakukan analisis yang mekgat bahwa sistem kehidupan
sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat madgd mengalami proses
‘demumanisasi’. Tentunya dehumanisasi yang ditunjléh Freire dalam konteks
pembangunan adalah tentang kesadaran atau pandaidganmasyarakat terhadap diri
mereka sendiri. Secara lebih rinci Freire menjelaskroses dehumanisasi tersebut
dengan menganalisis entang kesadaran atau pandhitygnmasyarakat terhadap diri
mereka sendiri. Freire menggolongan kesadaran n@amuenjadi: kesadaran magis
(magical consciousness), kesadaran naif (naivakaounsness) dan kesadaran kritis

(critical consciousness).

Kesadaran magis, yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mamgngetahui

kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnyasalfiya saja masyarakat miskin yang
tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka derggsiim politik dan kebudayaan.

Kesadaran magis lebih melihat faktor diluar manysi@ural maupun supra natural)
sebagai penyebab dan ketakberdayaan. Pada kondigembangunan dengan segala
prosesnya akan berpusat kepada negara, baik peeamca pengelolaan dan
pelaksanaannya. Masyarakat tidak begitu memahangsepr dan pelaksanaan
pembangunan bagi diri dan lingkungannya, sebab aeguman tidak berangkat dari
kondisi senyatanya. Sedangkessadar an naif ialah keadaan yang di katagorikan dalam
kesadaran ini adalah lebih melihat ‘aspek manusiahjadi akar penyebab masalah
masarakat. Dalam kesadaran ini ‘masalah etika,tikites, ‘need for achevement

dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jaain dalenganalisis mengapa suatu

masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karegah’s masyarakat sendiri, yakni



mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atawlaki memiliki budaya

‘membangunan’ dan seterusnya.

Kesadaran kritis lebih melihat aspek sistim dan struktur sebaganb®r masalah.
Pendekatan struktural menghindari ‘blaming theiwist dan lebih menganalisis untuk
secara kritis menyadari struktur dan sistim sogpaljtik, ekonomi dan budaya dan

akibatnya pada keadaaan masyarakat.

Membangun kesadaran kritis masyarakat atau konsuséperti yang telah dikemukakan
sebelumnya adalah tindakan utama dan pertama oméldkukan proses pembangunan
sejatinya. Memberikan ruang yang cukup bagi maggamantuk bersama-sama melihat
dan merencanakan tindakan terbaik bagi diri dagklingannya, untuk selanjutnya
merencanakan dan melaksanakan pembangunan lingkbegdasarkan pemahaman dan
penginderaan mereka. Seperti halnya apa yang tklakukan oleh fasilitator, social

enterpreuner, dan atau pelaku pemberdayaan dalardam@ingi masyarakat. Seperti
halnya pula yang telah dilakukan untuk membangu® ©8gi masyarakat yang pada
prosesnya memerlukan kepekaan masyarakat untuk maemadan melakukan

perencanaan pembangunan. Semua proses ini terftanya dilakukan oleh masyarakat

dengan proses pendampingan berkelanjutan.

Pada praktiknya, pendampingan terhadap masyarakaterfukan metodologi yang
memungkinkan masyarakat atau komunitas untuk #&trlisecara penuh untuk
membangun perencanaan dan pelaksanaan pembanBanzipatory Rural Appraisal (
PRA) yang digagas oleh Robert Chambers selanjutmgagambil peran penting bagi
upaya-upaya pembangunan yang memusatkan perhaiapada keberdayaan

masyarakat.

Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakatgse peneliti, perencana, dan

pelaksana program pembangunan dan bukan sekedek peynbangunan. Kritik



fuDengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat
keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-ketpilan analitis dan perencanaan
dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan dem#agara bertahap ketergantungan
pada pihak luar akan berkurang dan pengambilarapgakdan perumusan program bisa
berasal dari aspirasi masyarakat (bottom up). MetddRA didasarkan pada
penyempurnaan dan modifikasi dari metoda AEA (Agosgstems Analysis) dan RRA
(Rapid Rural Appraisal) yang dilakukan oleh kalang®M dan peneliti yang bekerja di
wilayah Asia dan Afrika. Walaupun ada beberapa kesm antara metoda PRA dan
RRA, tetapi ada perbedaan secara mendasar. MetBda genekannya adalah pada
kecepatannya (rapid) dan penggalian informasi 6taing luar. Sedangkan metoda PRA
penekannya adalah pada partisipasi dan pemberdagdeamber sendiri menyatakan
PRA sebagai “Sekumpulan pendekatan dan metode ma@ngorong masyarakat untuk
turut serta meningkatkan dan menganalisis pengataimereka mengenai hidup dan

kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuoeana dan tindakan”.

PRA terlahir dari kritik terhadap peneliti sosikbvensional) yang selama ini dianggap
menjadikan masyarakat sebagai obyek penelitiansderber informasi (yang tidak bisa
mengakses hasil penelitiannya), untuk kepentinganelgi dan orang luar saja,

menyebabkan berkembangnya kalangan yang mengenarapgkelitian partisipatif.

Metodologi PRA bukan lagi hanya sekedar sebuah doéigi pengkajian dan
perencanaan. Namun, pendapatnya ini ditentanglakimgan yang berpendapat lain:
PRA masih belum bisa dikatakan sebagai suatu maradiataupun ideologi, karena
belum membangun suatu kerangka pikir yang lenglkdpA sebenarnya masih lebih
banyak seperti posisinya yang awal: kumpulan metatiu teknik kajian yang
dimaksudkan sebagai sebuah alternatif bagi pesreltosial yang digunakan di kalangan
NGO.



Pada buku pertamanya, Chambers memperkenalkan en®tagid Rural Appraisal

(RRA) sebagai alternatif bagi para praktisi pemhbgrag yang memerlukan sebuah
metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu merel@amahami masyarakat secara cepat,
dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta biengajak masyarakat sebagai

pelaku penelitian itu sendiri.

Sedangkan pada bukunya yang kedua (Chambers: X@8anbers menggunakan istilah
Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk menggkani RRA. Dengan demikian, bisa
dikatakan bahwa RRA dan PRA adalah bentuk aplg@siikiran Robert Chambers yang
berkembang terus, terutama pemikiran tentang bageireeharusnya “orang luar” (para
“profesional”) bekerja di masyarakat dalam upayangaeasi masalah kemiskinan dan
pembangunan pedesaan. Di dalam buku keduanyahamkers juga memaparkan asal-
usul penggunaan istilah PRA, ternyata PRA sebemaatalah penamaan baru untuk
RRA yang dikembangkan oleh kalangan NGO di Nepanyq, dan India, pada
pertengahan tahun 1980-an. Meskipun terdapat baraghber PRA, nampaknya RRA
adalah sumber yang paling langsung dengan PRA. B&fah bentuk metamorfosis
RRA, sehingga PRA semula disebut sebagai ‘RRApdiif’. Kata ‘partisipatif’ masuk
ke dalam kosa kata RRA itu, terjadi pada pertengédtaun 1980-an.

Pada perkembangan berikutnya PRA menjadi metodpkmgilekatan program yang lebih
dari sekedar untuk proses pengkajian masyarakdginkan sebagai sebuah kerangka
kerja pengembangan program partisipatif. Dalam ediag ini, PRA dapat digunakan
untuk kegiatan pengkajian (appraisal) baik untuknjgekan kebutuhan (need
assessment), perencanaan, pelaksanaanataupendampimgasyarakat, sampai
monitoring-evaluasi program, yang terintegrasi aml&eseluruhan siklus program

pengembangan masyarakat (community development).

Robert Chambers merumuskan Tiga Pilar PRA dalatarkggenggunaan PRA sebagai
metodologi atau kumpulan metode pembelajaran daméak untuk masyarakat. Tiga

Pilar PRA ini bisa diintegrasikan ke dalam kerangksja pengembangan masyarakat



untuk mengembangkan proses-proses partisipatibdarbelajaran bersama dalam setiap

tahap program.Tiga pilar (unsur) utama PRA menRnliert Chambers, yaitu:

1.

Sikap-perilaku orang luar yang seharusnya berpsediagai fasilitator, bukan

mendominasi (seperti instruktur, penyuluh)

. Metode-metode atau teknik-teknik PRA, sebagaiwaiitk mengubah pendekatan

searah (tertutup) menjadi pendekatan multi-aratbfi@), pendekatan individu
menjadi pendekatan kelompok, teknik belajar veflvédalnya: ceramah) menjadi
visual, dan teknik analisa dengan mengukur ataugmgmg menjadi teknik
membandingkan.

Berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, infoyrdas sumberdaya lain, di

antara orang luar dan masyarakat.

Selanjutnya Prinsip-prinsip PRA menurut Chambetalah sebagai berikut.:

1.

Pembalikan proses pembelajaran: belajar dari makgarlokal, di lokasi
masyarakat dan dengan tatap-muka; bukan mengamsyarakat, di ruangan

yang memberi jarak pada kehidupan nyata masyarakat.

Belajar secara cepat dan bertahap: mengeskplomsjehuan masyarakat,
dengan menggunakan metodeatau teknik secara #éksdrara improvisasi dan

adaptif (tidak menggunakan langkah-langkah baku).

Mengatasi bias ‘orang luar’: mengatasi bias dergamsikap santai dan informal

(tidak terburu-buru), mendengarkan (bukan mencengma

Mengoptimalkan manfaat pembelajaran: mengoptimalkanlah dan akurasi

pembelajaran, serta keterbatasan waktu.

Triangulasi dalam pembelajaran: pembelajaran denganggunakan variasi

metodeatauteknik, variasi jenis informasi, variesiompokatauindividu peserta,



dan variasi tempat, sehingga bisa melakukan dekegsi membandingkan, dan

memperkirakan kecenderungan suatu keadaan.

6. Mempertimbangkan kerumitan dan keberagaman: irdernpengetahuan, dan
pengalaman masyarakat bersifat rumit dan beragammgga keberagaman perlu

dihargai daripada merata-ratakan (generalisasi).

7. Menyerahkan proses pada masyarakat: memfasilitagsep pembelajaran,
melakukan analisis, menyampaikan hasilnya, disemalgecara bertahap kepada

masyarakat.

8. Mengembangkan proses penyadaran kritis: pihakdekalu mengevaluasi secara
kritis  sikap-perilakunya sehingga bisa mengkorekgerilakunya yang
mendominasi, meningkatkan kepekaan, dan meningkgt&emahaman mengenai

interaksi sosial yang terjadi karena pembelajaran.

Terdapat berbagai macam pendekatan (approachs)ky@ngetahui dalam melakukan
pembangunan perumahan-pemukiman. Sebagai cont@ingas pendekatan formal —
kelembagaan (the institution - formal), pendekd@mal — finansial (the financial -
formal), pendekatan informal — sosiologis (the slagical - informal), pendekatan
permintaan dan penyediaan (the demmand and suppgndekatan kemampuan-
menabung (the user affordability), pendekatan déssir kebutuhan dasar pengguna (the
user basic need) dan lain sebagainya (Udjianto tRa2007). PRA berkaitan dengan
berbagai macam pendekatan pembangunan bagi maatyaetkp memiliki “taste” yang
unik dan khas sebab di dalam PRA sendiri mengdmdderapa prinsip untuk
pengembangan masyarakat, diantaranya adalah belajarpengalaman masyarakat,
berbuat bersama, menyeimbangkan atau mengurangi mi@mbuka kesadaran baru,
penemuan dan membangun rasa percaya diri, salislamembangun kemitraan serta

memperkaya pengetahuan dan budaya lokal.



Beberapa hal tersebut memang penting jika berbicapgngembangan

masyarakat.Disinilah dapat dilihat bagaimana PRAabusaja mengakomodir seluruh
pendekatan pembangunan bagi masyarakat, tetapnagnpu memunculkan gagasan —
gagasan baru baru metodologi dan pendekatan penmamgoagi masyarakat, PRA
seakan-akan memiliki kemampuan metamorfosis didesigngah masyarakat. Dalam
pelaksanannya PRA perlu untuk dimulai dengan kegiagdederhana dan kongkrit
berjangka pendek yang dapat dirasakan atau menwtahksalah. Pengalaman dari
kegiatan tersebut dapat dikembangkan dan disemkamndalam berbagai kegiatan lain
yang lebih komplek, menuju mobilisasi kegiatan set¢arpadu dan sistematis berjangka
panjang. Metode PRA berawal dari gagasan atau mangang dikembangkan menjadi

aksi dan disempumakan melalui refleksi.

PRA memang perlu dimulai dari kemampuan masyardkaina ia berada dan apa yang
telah dimiki serta kebutuhan apa yang ingin dipéniasyarakat sesungguhnya
memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelesaikasalahnya sendiri, meski
kadang memang memerlukan sentuhan dan orang laimmé#i ini menunjukkan bahwa
pendekatan partisipatif berangkat dari “apa yaray bdkan yang diada-adakan”. Selama
ini banyak program pembangunan yang dirancang mdeh pakar, sambil berkelakar, di
belakang meja gambar (rencana teknis) dan dibahameja bundar (penentuan
kebijakan) tanpa banyak melibatkan masyarakataekiain halnya dengan metode PRA
yang berorientasi proses, melibatkan sebanyak niirgjkggota masyarakat, melalui
berbagai upaya belajar, melibatkan berbagai kalangasyarakat (tua, muda, pria,
wanita, miskin, kaya). Meskipun langkah-langkah daknik-teknik yang digunakan
mungkin terlihat rumit, namun bila telah dipraktekkakan terasa biasa. Sebab PRA

merupakan sebuah siklus pembelajaran, pencerahgmedabahan (M.Baiquni).

Sejauh ini PRA sebagai sebuah pendekatan prakidiges rancangan metodologis bagi
program pemberdayaan masyarakat masih relevanfdatif enengawal nilai substansi
pemberdayaan, langkah selanjutnya bagaimana kemudiaasan kajian kolektifnya
bersama masyarakat mampu dikembangkan lebih lamliputi perihal-perihal teknik

dalam kerangka kegiatan-pembangunan- infrastrukajauh ini pula PRA masih



difahami sangat parsial sebatas kajian-kajian fagosp discusion yang berkelanjutan,
kegiatan transect, pemetaan prasarana dasar yangdien dituangkan dalam peta

tematik kawasan, sehingga kadang nilai esensiaiggadi pudar.

Demikianlah perpotongan gagasan pembangunan atsar de@sadaran kritis dan
metodologi partisipatif terlahir. Kembali kepada RZSauh dari permasalahan praktik
dilapangan,seperti telah dikemukakan sebelumnyaw®danemang CSP memang telah
menjadi masalah praktis saat fasilitator melakukpendampingan perencanan
pembangunan komunitas. Metodologi pendampingan §¥pRrti trans sectoral, focus
group discussion, wawancara, angket dan serangkeflaksi kondisi bersifat kolektif

oleh komunitas nyatanya memang hal yang sangati@rak

Yang perlu difahami disini adalah, pertama, Kegiatgpembangunan- infrastruktur
sebagai salah satu aspek yang niscaya diperlukak orembangun kapasitas mumpuni
masyarakat dalam menemukenali permasalahan, berseduk melakukan dialog
bersama realitas, lantas mensikapi realitas tetsktdam bentuk kerja nyata yang mampu
berimplikasi kepada peningkatan harkat kehidupanbegakehidupan.

Kedua, memahamkan kegiatan —pembangunan- infrastrd&lam upaya meningkatkan
keberdayaan masyarakat adalah bukan sebagai kegpembangunan fisik saja.

Pendidikan kritis yang memberikan indikator bahwasyarakat bergerak dari kondisi
berkesadaran magis (magical consciousness) menwsad&ran naif (naival

consciousness) lantas berujung pada kesadaras Kkeiitical consciousness) dalam
pembangunan fisik infrastruktur ditandai dengan &ewpuan masyarakat melakukan
menajemen (planning, organizing, actuating androdiimg) proyek pembangunan bagi

keterpenuhan prasarana dasar permukiman. Dalaneksokbndisi tersebut, teknisnya
kadang —meskipun juga seringkali terjadi- memurenlklilema tersendiri, kaitannya
dengan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kaigidatk dasar perencanaan teknik
(detail engineering design dan rencana anggaram@)hiatandard operational procedure
pekerjaan teknik dan kaidah — kaidah pelaporan @idtrasi yang disyaratkan di satu sisi

dan sisi lainnya adalah urgensitas keterpenuhasapma dasar permukiman bagi



masyarakat yang kadangkala —ironisnya, disebalkétmigesaan oleh waktu untuk men-

akses sumber dana- menafikkan kaidah-kaidak telamkperencanaan tersebut.

Ketiga, membangun kesadaran kritis disadari bereanenlukan keterbukaan ruang serta
waktu yang tidak berbatas, kecuali jika yang dipkam hanyalah peningkatan kapasitas
pada aspek psikomotorik dan afektif saja, dan |ghtasranah kesadaran kritis
mensyaratkan terjadinya peralihan dinamis aspehikbgPeningkatan aspek kognitif
memungkinkan masyarakat memaknai keseluruhan prpeesberdayaan, pun saat
proses pemberdayaan menemukan kebuntuan sesaat pet@lanannya. Memaknai
nilai bukan saja dari hal yang bersifat materiah dasat mata, melahirkan gagasan-
gagasan kritis bagi realitas yang terjadi, akhirmymbuh berkembangnya tindakan-
tindakan ke-karya-an untuk produktifitas hidup dasrkehidupan masyarakat niscaya

menjamur dalam kesadaran kolektif.

Sumber:
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